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Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pendaftaran tanah 
secara sporadik bagi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat di Kantor 
Pertanahan Kota Tegal dan mengkaji hambatan-hambatan yang dialami Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal dalam menangani pendaftaran tanah secara sporadik 
bagi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota 
Tegal. 
 Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dan 
apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis 
data yang dipergunakan meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis yang 
digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode deduktif. 
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, terkhususnya pada 
peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan 
pelaksananya dimana disini peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah 
SPOPP yaitu Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan.  
Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga pelaksanaan pendaftaran 
tanah tersebut tidak berjalan dengan baik, dapat dibagi atas 2 kelompok yaitu: 
Hambatan karena kondisi internal di kantor pertanahan yang kekurangan tenaga 
pelaksana di lapangan dan terbatasnya anggaran untuk mengadakan penyuluhan. 
Dan hambatan dari masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah sehingga 
pelaksanaan pendaftaran tanah tidak berjalan dengan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 











Anton Setyawan, SPORADIC LAND REGISTRATION FOR LAND 
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University, Tegal, 2018. 
 
This law writing aims to examine sporadic land registration procedures for 
land parcels that are not yet certified at the Tegal City Land Office and examine 
the obstacles experienced by the Tegal Regency Land Office in handling sporadic 
land registration for land parcels that are not yet certified in Tegal City Land 
Office. 
This legal research approach uses a normative approach and when viewed 
from the objective it is included in descriptive legal research. The type of data 
used includes secondary data. The data collection techniques used include 
literature study in the form of books, laws and regulations, documents and so on. 
The analysis used is qualitative data analysis with deductive methods. 
Based on this research, the results show that the sporadic land registration 
procedure at the Tegal Regency Land Office is carried out in accordance with 
existing regulations, especially in Government Regulation No. Arrangement and 
Service Operations. 
The obstacles encountered so that the implementation of land registration 
did not go well can be divided into 2 groups, namely: Obstacles due to internal 
conditions in the land office, which lacked implementing personnel in the field 
and limited budget for conducting counseling. And obstacles from the community 
as holders of land rights so that the implementation of land registration does not 
go well.  
Based on the results of this research, it is hoped that it will become 
material for information and input for students, academics, practitioners and all 
those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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A. Latar Belakang 
 Negara Indonesia adalah negara agraris, yang dimana tanah memiliki arti 
penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dari setiap kegiatan masyarakat 
Indonesia yang senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Bahkan 
kerap kali, masyarakat Indonesia menyakralkan tanah sebagai simbol dari status 
sosial yang dimiliki pemiliknya.  
Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat 
(3) memberikan landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa 
kemakmuran rakyat merupakan menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi 
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalammnya. 
Pemerintah Indonesia dalam hal menjamin kepastian hukum terkait pentingnya 
tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat, telah mengesahkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk 
selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat dengan UUPA. Peraturan ini telah 
meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah 
yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi pemegang hak untuk mendaftarkan 
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Pasal 19 ayat (1) UUPA menjamin perihal kepastian hukum terkait tanah, 
berikut bunyi dari Pasal tersebut: 
 “Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”     
Ketentuan pasal 19 ini menegaskan bahwa kepastian hukum tersebut 
meliputi:  
a. Kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah 
(orang/badan hukum); 
b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran / luas tanah atau kepastian 
mengenai obyek hak;  
c. Jenis / macam hak atas tanah yang menjadi landasan hubungan hukum 
antara tanah dengan orang / badan hukum. 
Pendaftaran tanah yang dimaksud guna menjamin kepastian hukumnya 
meliputi beberapa hal ini, yaitu: 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaraan hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang 





daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa 
yang punya dan beban apa yang ada diatasnya.
2
 
Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan diatur, 
berupa pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah–
wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan 
rakyat dalam memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 
termasuk tanda bukti dan pemeliharaannya.
3
 
Perwujudan ketentuan UUPA di atas Pemerintah membuat peraturan 
pelaksana dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
tentang Pendaftaran Tanah dan disempurnakan dengan keluarnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, L.N. 1997 No. 59 yang diundangkan tanggal 8 
Juli 1997 dan baru berlaku 8 Oktober 1997, kemudian diperkuat lagi dengan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997. Jadi dengan 
demikian semenjak Tahun 1961 sampai saat ini sudah berlaku sistim dan tata cara 
Pendaftaran Tanah yang seragam di seluruh Indonesia. 
Namun kenyataannya, semenjak berlakunya Peraturan Pemerinatah Nomor 
10 Tahun 1961, dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berlangsungnya pendaftaran tanah tidak 
sebagaimana yang diinginkan. Hal ini bukan lagi disebabkan oleh faktor hukum 
yang menyangkut pendaftaran tanah karena peraturan pendaftaran tanah yang 
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berlaku sekarang sudah dianggap baik, akan tetapi masalahnya cenderung di luar 
hukum, seperti karena budaya hukum masyarakat yang menganggap pendaftaran 
tanah belum menjadi suatu kebutuhan, sehinggaa kesadaran untuk mendaftarkan 
tanah secara swadaya (sporadik) masih rendah, penyebabnya adalah masyarakat 
kurang memahami fungsi dan kegunaan sertipikat, faktor ekonomi, faktor sosial 
masyarakat yang menganggap alat bukti yang dimiliki selama ini sudah kuat. 
Pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik, karena secara 
sporadik inisiatif melaksanakan pendaftaran tanah datang dari masyarakat 
pemegang hak atas tanah dan biayanya dibebankan kepada pemohon, dengan 
sendirinya akan mengurangi beban Pemerintah. Di samping itu karena tidak 
adanya sanksi yang tegas terhadap pemegang hak atas tanah yang belum 
mendaftarkan tanahnya sehingga motivasi masyarakat mendaftrakan tanahnya 
akan semakin kecil. 
Berdasar uraian permasalahan di atas maka penulis mengangkat judul 
sebagai berikut: “PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK BAGI 
BIDANG-BIDANG TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI 
KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEGAL”. 
B. Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah secara sporadik bagi bidang-bidang 





2. Apa hambatan-hambatan yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tegal dalam menangani pendaftaran tanah secara sporadik bagi bidang-
bidang tanah yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota Tegal ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah 
1. Untuk mengkaji prosedur pendaftaran tanah secara sporadik bagi bidang-
bidang tanah yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota Tegal. 
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dialami Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal dalam menangani pendaftaran tanah secara sporadik bagi 
bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota 
Tegal 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian yang dibuat ini diharapkan mampu memberikan 
sambungan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum 
dibidang pertanahan, baik dari segi perundangannya maupun dari segi 
penerapannya khususnya tentang Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum 
Bersertipikat dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Kantor Kabupaten Tegal). 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau 





pertanahan khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli tanah yang 
belum bersertipikat dan pendaftaranya menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, serta dapat memberikan informasi dan pendapat 
yuridis kepada berbagai pihak, khususnya warga masyarakat dan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal. 
E. Penelitian Terdahulu 
Melalui hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, sumber-
sumber lainnya, serta sepanjang pengetahuan penulis, terutama penulusuran 
penulis melalui internet, belum ada permasalahan yang seperti yang akan dibahas 
oleh penulis dalam skripsi ini. Akan tetapi masih ada penelitian yang mengangkat 
tema yang didalamnya terdapat variabel yang hampir serupa dengan variabel yang 
diangkat oleh penulis, sebagai berikut ini: 
a. Menurut penelitian yang berjudul “ Peranan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Demak Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas 
Tanah “, yang dilakukan oleh Amin Handoko (2010) menghasilkan 
kesimpulan, Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam 
upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang 
diamanatkan oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kantor Pertanahan 
Kabupaten Demak sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat 
dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar 





b. Menurut penelitian yang berjudul “Problematika dalam Proses 
Pendaftaran Tanah Secara Sistematik (Studi di Kecamatan Dolopo 
Kabupaten Madiun. Penelitian pada 2006 yang dilakukan oleh Hadi 
Santoso, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Malang tersebut membahas mengenai implementasi proses 
Pendaftaran Tanah secara sistematik di Kecamatan Dolopo Kabupaten 
Madiun. Penelitian ini hanya membahas mengenai pendaftaran tanah 
secara sistematik.  
c. Penelitian pertama dilakukan Yuyun Yuliati (2010) dengan judul 
“Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam Penerbitan 
Sertifikat tanah tahun 2009”. Kajian ini peneliti membahas mengenai 
bagaimana memperoleh sertifikat tanah yang harus melalui prosedur 
dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Adapun lembaga yang berwenang untuk menerbitkan 
sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Sebagai lembaga 
pemerintah non departemen, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
tersebar di setiap Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia, serta 
diberikan tanggung jawab mengurus masalah pertanahan.    
Dari ketiga penelitian terdahulu di atas penulis menemukan beberapa 
perbedaan yang menjadi acuan penulis menggarap penelitiannya, perbedaan 
yang paling signifikan dari ketiganya dengan penelitian penulis ialah bahwa 
penelitian penulis disini berfous pada penelitian pendaftaran tanah secara 





F. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalam 
penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang 
diajukan.
4
 dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan baik dan 
maksimal, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif, penelitian diskriptif 
adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 
lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar 
dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau baru 
dalam rangka menyusun teori baru.
4
 
b. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif 
yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, 
sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan 
materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan 




c. Sumber Data 
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Sumber yang dipakai oleh peneltian ini ialah data sekunder yaitu yang 
dimana data yang diperoleh melalui bahan  pustaka.
6
 Dalam hal ini 
yang dimaksud bahan pustaka dapat dengan membaca buku literatur-
literatur, undang-undang, dokumen, jurnal dan catatan perkuliahan 
yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Adapun 
penggolongan data sekunder pada penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) 
yaitu: 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria 
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah 
 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam penelitian 
ini bahan hukum sekunder adalah: 
 Hasil-hasil penelitian 
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 Skripsi  
 Tesis 
 Buku-buku tentang pendaftaran tanah dan buku 
terkait lainnya 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam 
penelitian ini yang di gunakan yaitu kamus hukum dan 
ensiklopedia hukum. 
d. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan dari sumber data yang disebut di atas, penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian 
kepustakaan, yang merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, 
peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, jurnal dan 
dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan 
dasar penyusunan penulisan hukum ini. Beberapa data dimintakan 
penjelasan dan klarifikasi pada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini 
adalah pihak Kantor Pertanahan Kota Tegal. 
e. Analisis Data 
Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang 
dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan 





dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk 
suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik 
kesimpulan. 
G. Sistematika Penulisan 
Bab Pertama berisi pendahuluan yang dapat memberikan petunjuk terkait 
penelitian ini. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua, dalam bab ini berisi pembahasan tentang pendaftaran tanah. 
Dalam hal ini membahas definisi pendaftaran tanah, landasan yuridis 
pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, dan 
sistem pendaftaran tanah. 
Bab Ketiga, pada bab ini penyusun akan membahas tentang rumusan 
masalah yang telah dibuat oleh penulis. 
Bab empat, pada bab ini penyusun akan memaparkan kesimpulan sebagai 
jawaban dari rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari penyusun 







A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 
a. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Rumusan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. 
Pendaftaran Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hakhak tertentu 
yang membebaninya. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi 
yang merupakan suatu bidang yang terbatas.
7
 
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendaftaran berasal 
dari suku kata “daftar” yang mendapat awalan pe-, sisipan –n dan 
akhiran –an adalah pencatatan nama, alamat sebagainya dalam daftar : 
perihal mendaftar mendaftarakan.
8
 Dalam proses pendaftaran tanah 
Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 mengatur mengenai 
obyek pendaftaran tanah meliputi : 
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1. Bidang bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;  
2. Tanah Hak Pengelolaan ; 
3. Tanah Wakaf ; 
4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ; 
5. Hak Tanggungan ; 
6. Tanah Negara. 
Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre yaitu suatu istilah 
teknis untuk record (rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai dan 
kemilikan atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. 
Kata ini berasal dari bahasa latin capistrum yang bararti register 




Pendaftaran tanah merupakan prasyaratan dalam upaya menata dan 
mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah 
termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran 
tanah ditunjukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan 
hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertipikat 
tanah, sebagai instrument untuk penataan penguasaan dan pemilikan 
tanah serta sebagai instrument pengendali dalam penggunaan dan 
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Pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendaftaran 
tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 
tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum 
didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 atau 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan kegiatan 
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis 
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku 




Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian yang 
dirumuskan oleh Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar 
Hukum Pertanahan di Indonesia yaitu Pasal 19 yang mengatur 
tentang Pendaftaran Tanah. 
Bunyi Pasal 19 ayat (1) adalah : 
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah”. 
 
Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :  
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a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan atas tanah. 
b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 
tersebut. 
c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
Dengan demikian, maka pendaftaran tanah akan menghasilkan 
peta- peta pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang 
letak, batas dan luas tanah), keterangan dari subjek yang 
bersangkutan (untuk kepastian siapa yang berhak atas tanah yang 
bersangkutan, status dari haknya, serta beban-beban apa yang 
berada di atas tanah yang bersangkutan) dan yang terakhir 
menghasilkan sertipikat (sebagai alat pembuktian yang kuat). 
Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) 
di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Pendaftaran Tanah yang dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah 
No. 24 Tahun 1997 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan mulai 
tanggal 8 Juli 1997 diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997  sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanah. 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberi pengertian 
pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : 
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 





berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 
atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya”. 
 
Pengetian pendaftaran tanah di atas sejalan dengan definisi 
pendaftaran tanah yang diberikan oleh Boedi Harsono, pendaftaran 
tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara 
atau Pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa 
keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 
pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan 
rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 




Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
13
 
a). Dilakukan secara terus-menerus 
 
Terus-menerus dimaksudkan apabila sekali tanah itu 
didaftar maka setiap terjadi perubahan atas tanah maupun 
subjeknya harus diikuti dengan pendaftaran tanah. Boedi 
Harsono berpendapat bahwa kata “terus-menerus” menunjuk 
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kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan 
ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia selalu 
harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. 
b). Pengumpulan Data Tanah 
 
Data yang dikumpulkan pada dasarnya 
meliputi 2 (dua) macam yaitu : 
1) Data Fisik, yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-
batas tanahnya dan luasnya berapa serta bangunan dan 
tanaman diatasnya. 
2) Data Yuridis, yaitu mengenai nama hak atas tanah, siapa 
yang menjadi pemegang hak tersebut serta peralihan dan 
pembebanannya jika ada. 
3) Tujuan Tertentu 
Pendaftaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian 
hukum (legal cadaster) dan kepastian hak atas tanah 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 UUPA. 
Hal tersebut berbeda dengan pendaftaran tanah sebelum 
UUPA yang bertujuan untuk penarikan pajak (fiscal 
cadaster) 
b. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 19 Undang-Undang 





No. 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum yang dapat dijamin 
meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, status tanah 




Secara garis besar tujuan pendaftaran tanah ditegaskan dalam Pasal 
31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Yaitu ada tiga tujuan 
dari diadakannya Pendaftaran Tanah yaitu:
15
 
a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. Untuk itu para pemegang hak diberikan sertifikat 
sebagai surat tanda buktinya Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (1). Inilah yang merupakan tujuan 
utama pendaftaran tanah yang penyelenggaannya diperintahkan 
oleh Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria ; 
b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
                                                             
14
 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Gafika, 
hlm.114. 
15





satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk menyajikan 
data tersebut, diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan 
Kabupaten atau Kota tata usaha pendaftaran tanah dalam apa 
yang dikenal sebagai daftar umum, yaitu terdiri atas peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur buku tanah dan daftar 
nama. Para pihak yang berkepentingan terutama calon pembeli 
atau calon kreditor sebelum melakukan suatu perbuatan hukum 
mengenai suatu bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu 
perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang 
tersimpan dalam daftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebut. 
Data tersebut diberikan yang sifatnya terbuka untuk umum. Ini 
sesuai dengan asas pendaftaran tanah yang terbuka 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Karena terbuka untuk umum 
daftar dan peta tersebut disebut daftar umum, Pasal 4 Ayat (2), 
Pasal 33 dan 34 ; 
c) Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan 
dasar perwujudan tata tertib administrasi di bidang pertanahan, 
demi mencapai tertib administrasi setiap bidang tanah dan 
satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebasab, dan 
penghapusan wajib didaftarkan. Demikian dientukan dalam 
Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 





Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi 
pendaftaran tanah yaitu : 
1. UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) 
a) Pasal 19 UUPA : 
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 
diadakan pendaftaran diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal 6 meliputi : 
 Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; 
 Pendaftaran hak-hak atas dan peralihan hak 
tersebut 
 Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan 
mengingat keadaan Negara dan masyarakat, 
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 
pertimbangan Menteri Agraria 
4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-
biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran 





dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak 
mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-
biaya tersebut 
b) Pasal 23 UUPA 
1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya 
dan pembenahannya dengan hak-hak lain harus 
didaftarkan menurut ketentuan-keentuan yang 
termaksud dalam Pasal 19; 
2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan 
alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak 
milik serta sahnya peralihan dan pembebasan 
tersebut. 
c) Pasal 32 UUPA 
1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat 
pemberiannya, demikian pula setiap peralihan dan 
hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 
2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan 
alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta 
hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak-hak itu 
hapus karena jangka waktunya berakhir 
d) Pasal 38 UUPA 





pemberiannya, demikian juga setiap peralihan 
danhapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 
2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan 
alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak 
guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, 
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka 
waktunya berakhir 
Pasal 19 UUPA merupakan perintah untuk melakukan pedaftran 
tanah yang ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan pasal : 23, 32, 
dan 38 UUPA merupakan perintah umtuk melakukan pendaftaran hak 
atas tanah yang ditujukan kepada para pemegang hak yang 




2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran 
Tanah. 
3. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan lanjutan dari 
pasal : 12, 23, 32, dan 38 UUPA, yang mengatur hal 
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pendaftaran tanah secara terperinci. Dan disempurnakan lagi 
dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 serta disusul 
dengan diundangkannya beberapa Peraturan Mentri Dalam 
Negeri sebagai peraturan pelaksanaannya.
17
 
d. Asas Pendaftaran Tanah  
Pendaftaran tanah harus berdasarkan asas-asas pendaftaran yang 
ada. Asas tersebut adalah asas sederhana, aman, terjangkau, 
mutakhir, dan terbuka. Dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 
diketahui keterangan dari kelima asas tersebut yaitu : 
a) Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan 
ketentuan- ketentuan pokoknya maupun prosedurnya 
dengan mudah dapat dipahami oleh semua pihak yang 
berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah. 
b) Asas aman Dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa 
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan 
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian 
hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Jaminan 
kepastian hukum yang dimaksud agar suatu sertifikat tanah 
mempunyai kekuatan pembuktian yang melekat pada 
pemegang hak atas tanah.  
Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang 
menyebutkan, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 
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berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik  
dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik 
dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Bahwa 
selama belum dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis 
yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data 
yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun 
dalam sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai 
dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.  
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tdak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat tersebut.  
Bahwa orang yang tidak dapat menuntut tanahnya yang sudah 
bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika 





mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan pengadilan, 
sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum 
lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai 
olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat 
persetujuannya. 
c) Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-
pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak 
yang memerlukan.  
Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 
(1) Pasal 19 UUPA, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak 
mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
d) Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai 
dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam 
pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus 
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti 
kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan- 
perubahan yang terjadi dikemudian hari. 





tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga 
data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai 
dengan keadaan yang nyata di lapangan dan masyarakat 
dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar 
setiap saat. Untuk itulah diberlakukan asas terbuka.
18
 
e. Sistem Pendaftaran Tanah 
Menurut Boedi Harsono, ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran 
tanah yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem 
pendaftaran hak (registration of titles). Dalam sistem pendaftaran hak, 
setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
menimbulkan perubahan, kemudian juga harus dibuktikan dengan 
suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan 
aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan 
perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya merupakan sumber 
datanya. Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya Buku Tanah 
sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang 
dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat 
tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.
19
 
Sebelum berlakunya UUPA, Indonesia menganut sistem 
pendaftaran akta (registration of deeds) yang diatur dalam 
Overschrijvings Ordonnantie 1834-27. Akta atau surat perjanjian 
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peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan Overschrijvings 
Ambtenaar yang merupakan pejabat pendaftaran tanah pada masa itu. 
Sebagai hasil dari pendaftaran tersebut, kepada penerima hak 
diberikan grosse akta sebagai bukti terjadinya peralihan hak tersebut. 
Setelah berlakunya UUPA, Indonesia menganut sistem pendaftaran 
hak (registration of titles). Sistem pendaftaran ini digunakan karena 
peralihan hak atas tanah di Indonesia sesuai dengan hukum adat 




Dibawah ini terdapat beberapa sistem pendaftaran tanah yang 
dianut oleh beberapa Negara yang menyelenggarakan pendaftaran 
tanah, yaitu sebagai berikut : 
a. Sistem Torens  
Suatu sistem yang diciptakan oleh Sir Robert Torrens, putera 
dari salah satu pendiri koloni di Australia Selatan. Adapun 
sistim Torrens ini lebih terkenal dengan nama “The Real 
Property Act” atau “Torrens Act” yang mulai berlaku di 
Australia Selatan sejak tanggal 1 Juli 1858. Sistim Torrens ini 
dipakai sekarang di kepulauan Fiji, Canada, Negara bagian Iowa 
Amerika Serikat, Yamaika Trinidad, Brazilia, Aljazair, Tunisia, 
Kongo, Spanyol, Denmark, Norwegia, dan Malaysia. Dalam 
memakai sistim ini, Negara-negara tersebut melihat 
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pengalaman-pengalaman dari Negara lain jadi detailnya agak 
menyimpang dari sistim asli tetapi pada hakekatnya adalah 
Sistim Torrens yang disempurnakan dengan tambahan-tambahan 
dari perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan hukum 
materialnya masing-masing Negara tersebut, tetapi tata dasarnya 
adalah sama yakni The Real Property Act. 
Adapun sertifikat tanah menurut Sistim Torrens ini merupakan 
alat bukti pemegang hak atas tanah yang paling  lengkap serta 
tidak bisa untuk diganggu gugat. Ganti rugi terhadap pemilik 
sejati adalah melalui dana asuransi. Untuk merubah buku tanah 
adalah tidak mungkin terjadi kecuali jika memperoleh sertifikat 
tanah dengan cara pemalsuan dengan tulisan atau diperolehnya 
dengan cara penipuan. 
b. Sistem positif 
Sisitim Positif dilaksanakan di Jerman dan Swiss. Menurut 
Sistim Positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah 
berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta 
merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok 
sistim ini ialah, bahwa pendaftaran tanah adalah menjamin 
dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah 
adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukanlah 
pemilik tanah yang berhak atas tanah tersebut. Sisitim Positif 





Pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistim ini memainkan 
peranan yang sangat aktif. Mereka menyelidiki apakah hak atas 
tanah yang dipindahkan itu dapat untuk daftarkan ataukah tidak. 
Menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah 
formalitas-formalitas yang disyaratkan untuk itu telah dipenuhi 
ataukah tidak. Menurut Sistim Positif ini hubungan hukum 
antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku tanah 
dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut 
didaftarkan.  
Dengan demikian, Sistim Positif ini memberikan suatu jaminan 
yang mutlak terhadap buku tanah, kendati pun ternyata bahwa 
pemegang sertifikat bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya. 
Oleh karena itu pihak ketiga yang beritikad baik yang bertindak 
berdasarkan bukti tersebut menurut Sistim Positif ini 
mendapatkan jaminan mutlak walaupun ternyata bahwa segala 
keterangan yang tercantum dalam setifikat tanah tersebut adalah 
tidak benar. 
c. Sistem Negatif 
Menurut Sisitim Negatif ini ialah bahwa segala apa yang 
tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat 
dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka 
sidang Pengadilan. Adapun azas peralihan hak atas tanah 





melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari 
tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui 
pemegang hak yang sebenarnya. 
Ciri pokok sistim Negatif ini ialah bahwa pendaftaran tanah 
tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam 
buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar 
bukanlah pemilik sebenarnya. Hak dari nama yang terdaftar 
ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya perolehan hak 
tersebut merupakan mata rantai perbuatan hukum dalam 
pendaftaran hak atas tanah. Ciri pokok lainnya dari sistim 
Negatif ini ialah bahwa Pejabat Balik Nama Tanah berperan 
pasif artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban 
untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang diserahkan 
kepadanya. 
Dengan diberlakukannya UUPA junto PP Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada pemerintah telah 
diletakkan suatu kewajiban untuk menyelenggarakan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk 
mengetahui sistim pendaftaran tanah yang dipakai oleh UUPA, 
perlu ditelaah kembali dasar hukum dari pendaftaran tanah. 
Dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA yang 
merupakan dasar hukum pokok pendaftaran tanah, dapat kita 





akan diberikan sertifikat tanah sebagai tanda bukti pemegang 
hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Kata “KUAT” dalam pengertian Pasal 19 Ayat (2) huruf C ini 
berarti bahwa sertifikat tanah yang diberikan itu adalah “Tidak 
Mutlak”, dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang 
tercantum di dalamnya adalah dianggap benar sepanjang tidak 
ada orang yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya yang 
menyatakan sertifikat itu adalah tidak benar.dengan kata lain 
sertifikat tanah menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA adalah 
dapat digugurkan. 
Jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf C 
UUPA dengan sistem-sistem dari pendaftaran tanah yang telah 
tersebut diatas, maka akibat hukum dari ketentuan Pasal 19 Ayat 
(2) huruf C UUPA tersebut sebagaimana yang tersebut dalam 
Sistem Negatif. Dengan kata lain sistem pendaftaran tanah yang 
dianut UUPA adalah sistem negatif yang bertendensi positif. 
B. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Kegiatan Pendaftaran Tanah 
Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa, pelaksanaan 
pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 
a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
Merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan 





berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali diatur dalam pasal 13 dengan ketentuan : 
1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah 
secara sporadik 
2) Pendafataran secara sitematik didasarkan pada suatu rencana 
kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan 
oleh mentri. 
3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai 
wilayah pendaftaran tanah secara sisitematik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui 
pendaftaran secara sporadik. 
4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas 
permintaan pihak yang berkepentingan. 
b. Kegiatan dalam rangka pendaftaran tanah 
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk 
menjamin kepastian hukum atas tanah bagi pemegang haknya, 
dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
1) Kegiatan dalam bidang yuridis berupa pengumpulan 
keterangan atau menginventarisasi : 
a) Hak atas tanah (status hukum dari tanah) 
b) Siapa pemegang haknya (subyeknya) 





2) Kegiatan dalam bidang teknis geodasi, berupa pengukuran 
dan pemetaan tanah dengan hasil peta-peta pemilikan tanah, 
surat-surat ukur dan gambar situasi. 
3) Kegiatan dalam bidang administratif berupa pembukuan hasil 
kegiatan yuridis dan teknis geodasi diatas, dalam daftar umum 
secara berkelanjutan dan terus menerus. 
4) Pemberian sertifikat atau surat-surat tanda bukti hak dan 
pemberian keterangan serta pelayanan kepada masyarakat 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak atas 
tanah seperti yang tercantum dalam daftar umum. 
Adapun mengenai kegiatan pendaftaran untuk pertama kali 
berdasarkan atas ketentuan pasal 12 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 
1997, dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut : 
1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik 
dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi : 
a) Pembuatan peta dasar pendaftaran 
Peta dasar pendaftaran menjadi dasar untuk 
pembuatan peta pendaftaran. Peta pendaftaran adalah peta 
yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah 
untuk keperluan pembukuan tanah. 
Peta yang memuat titik dasar teknik dan unsur-





fisik bidang-bidang tanah. Titik dasar teknik adalah titik 
tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari 
suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistim 
tertentu, yang berfungsi sebagai titik control atau titik ikat 
untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. 
Dalam suatu wilayah tertentu, untuk keperluan 
pendaftaran tanah secara sopradik diusahakan juga 
tersedianya peta dasar pendaftaran, dimaksudkan bidang 
tanah yang didaftar dapat diketahui letaknya dalam 
kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam 
suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya 
penerbitan sertifikat ganda atas satu bidang tanah. 
b) Penetapan batas bidang-bidang tanah 
Dalam penetapan batas bidang tanah pada 
pendaftaran tanah di upayakan penataan batas berdasarkan 
kesepakatan  para pihak yang berkepentingan 
(Contradictoir Delimatif). Penetapan batas bidang tanah 
yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum 
terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat 
ukur atau gambar situasinya tidak sesuai lagi dengan 
keadaan yang sebenarnya, dilakukan berdasarkan 






Apabila penetapan batas bidang-bidang tanah 
tersebut tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak 
atas tanah yang bersangkutan dengan para pemegang hak 
atas tanah yang berbatasan atau pemegang hak atas tanah 
yang berbatasan tidak hadir, meskipun sudah dilakukan 
pemanggilan, ketentuannya diatur dalam Pasal 19. 
Penempatan dan pemeliharaan tanda- tanda batas pada 
sudut-sudut bidang tanah yang dimilikinya, merupakan 
kewajiban pemegang hak milik atas tanah sendiri. 
c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 
pembuatan peta pendaftaran. 
Dalam kegiatan ini dilakukan secara terestris dan 
fotogrametis. Yang dimaksud dengan terestris adalah 
pengukuran yang dilakukan di dalam maka pengukuran 
dan pemetaannya dapat dilaksanakan untuk satu desa atau 
beberapa desa yang letaknya terpencar. Sedangkan 
pengukuran dengan fotogramatis adalah pengukuran yang 
pelaksanaannya harus meliputi area yang luas dan letak 
desa dengan lainnya harus saling berdampingan. 
Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas- 
batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta 
dasar pendaftaran. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah 





digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memehuhi 
persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran. 
Dalam keadaan terpaksa karena tidak tersedia peta dasar 
pendaftaran atau peta lain, pembuatan peta dasar 
pendaftaran dapt dilakukan bersamaan dengan pengukuran 
dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan dan 
bidang-bidang tanah sekelilingnya, sehingga letak relative 
bidang tanah itu dapat ditentukan. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengukuran dan pemetaan secara terperinci 
diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Agraria/Kepala 
BPN Nomor 3 Tahun 1997. 
d) Pembuatan daftar tanah 
Dalam kegiatan ini bidang atau bidang-bidang tanah 
yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor 
pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam 
daftar tanah. Mengenai ketentuan bentuk, isi, cara 
pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah 
diatur oleh Menteri. 
Daftar tanah dimaksud sebagai sumber informasi 
yang lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan 
penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah 
yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil 






e) Pembuatan surat ukur 
Merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu 
bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Untuk 
wilayah- wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang 
belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari 
hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana 
ketentuan Pasal 20. 
2) Pembuktian hak dan pembukuannya 
a) Pembuktian hak baru 
Hak baru adalah hak yang baru diberikan atau 
diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997. Hak atas tanah baru dibuktikan 
dengan : 
(a) Penetapan pemberian dari Pejabat yang berwenang 
memberikan hak yang bersangkutan menurut 
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut 
berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. 
(b) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut 
oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang 
bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan 
dan hak pakai atas tanah hak milik. 





pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang, 
tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, hak milik 
atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta 
pemisahan, pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan 
akta pemberian hak tanggungan. 
b) Pembuktian hak lama 
Hak lama adalah hak atas tanah yang berasal dari konversi 
hak- hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA 
dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 
Untuk keperluan pendaftaran, hak atas tanah berasal 
dari konversi hak-hak dan dibuktikan dengan alat-alat 
bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti 
tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia 
Ajudifikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 
oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang 
hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Apabila 
tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, maka 
pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan 
penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 





pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya. 
Dalam hal bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada 
lagi pembuktian pemilikan bukti itu, dapat dilakukan 
dengan keterangan para saksi dan atau pernyataan yang 
bersangkutan yang dapat dipercaya menurut pendapat 
Panitia Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan (Penjelasan 
Pasal 24). Keterangan para saksi atau pernyataan yang 
bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi 
menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut, 
atau sebagai pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi. 
Yang dimaksud dengan saksi disini adalah orang yang 
dapat memberikan kesaksian /keterangan dan mengetahui 
kepemilikan tanah yang bersangkutan. 
Ada tiga kemungkinan alat pembuktian mengenai 
kepemilikan tanah yang bersangkutan tersebut diatas, 
yaitu : 
(a) Bukti tertulis lengkap, maka tidak memerlukan 
tambahan alat bukti lain; 
(b) Bukti tertulis sebagian tidak ada, maka diperkuat 
dengan keterangan saksi atau pernyataan yang 
bersangkutan; 
(c) Bukti tertulis semua tidak ada, maka diganti dengan 





Tetapi semua diteliti kebenarannya melalui  suatu 
pengumuman, agar bisa memberikan kesempatan bagi 
pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengajukan 
keberatan. 
Jangka waktu pengumuman dalam pendaftaran tanah 
secara sistematik ditetapkan selama 30 hari. Pengumuman 
pendaftaran tanah secara sporadik waktunya lebih lama 60 
hari. Pertimbangan perbedaan jangka waktu pengumuman 
tersebut karena pendaftaran tanah secara sistematik 
merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara massal yang 
meliputi banyak bidang tanah di suatu wilayah dan 
melibatkan banyak orang, sehingga kemungkinan 
diketahui oleh masyarakat umum lebih besar daripada 
kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik yang sifatnya 
individual dengan ruang lingkup terbatas sehingga hanya 
yang berkepentingan saja yang mengetahui. 
Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudifikasi, 
Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan 
letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang 
dianggap perlu. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, 
pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. 
Apabila dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada 





data yuridis yang diumumkan, maka Ketua Panitia 
Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan mengusahakan agar 
secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara 
musyawarah untuk mufakat. 
Apabila usaha musyawarah berhasil, maka dibuatkan 
berita acara penyelesaian. Apabila mengakibatkan 
perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut 
diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar 
isian yang bersangkutan. Apabila usaha penyelesaian tidak 
berhasil, maka Ketua Panitia Ajudifikasi/Kepala Kantor 
Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak 
yang  mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan ke 
pengadilan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang 
disengketakan. 
Setelah jangka waktu pengumuman berakhir data fisik dan 
atau data yuridis yang diumumkan oleh Ketua Panitia 
Ajudifikasi/Kepala Kantor Pertanahan disahkan dengan 
Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis. 
Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya 
keberatan yang belum atau tidak dapat diselesaikan secara 
musyawarah, bukan merupakan alasan untuk menunda 
dilakukannya pembuatan berita acara hasil pengumuman 





data fisik dan data yuridis bidang tanah sebagaimana 
adanya. Apabila masih ada kekuranglengkapan data fsik 
dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada 
keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan yang 
dimaksudkan dilakukan dengan membubuhkan catatan 
mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan 
yang belum diselesaikan. 
Berita acara pengesahan tersebut menjadi dasar untuk : 
(a) pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam 
buku tanah; 
(b) Pengakuan hak atas tanah; 
(c) Pemberian hak atas tanah. 
c) Pembukuan hak 
Dalam kegiatan ini, apabila hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah 
susun, jika telah melalui proses pembuktian dan telah 
bersih bebas dari sengketa fisik dan yuridis dan telah 
diukur dengan baik dan dapat didaftarkan dilengkapi 
dengan surat ukur yang merupakan lampiran dari sertifikat 
hak atas tanahnya. 
Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada 
surat ukur merupakan bukti bahwa yang bersangkutan 





diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar 
menurut Peraturan Pemerintah ini. 
3) Penerbitan Sertifikat 
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 
data yuridis yag termuat didalamnya, dengan syarat sepanjang 
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang 
ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 
Hal tersebut merupakan kekuatan pembuktian sertifikat bagi 
pemegang haknya (Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997). 
Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis 
yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika terdapat catatan 
yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, penerbitan 
sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan 
dihapus. 
Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak 
dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu 
sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan hal 
tersebut, apabila ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah 
yang bersangkutan, yang ternyata masih ada catatan dalam 





diterbitkan. Namum apabila catatan itu mengenai data fisik 
yang belum lengkap, tetapi tidak disengketakan sertifikat 
dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak lengkap itu adalah 
apabila data fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan 
hasil pemetaan sementara, sebagaimana yang dimaksud Pasal 
19 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.   
Dalam Pasal 32 dan Penjelasannya diberikan intepretasi 
otentik mengenai pengertian sertifikat sebagai alat 
pembuktian yang kuat yang ditentukan dalam UUPA dan 
penerapan lembaga “rechtsverwerking” untuk mengatasi 
kelemahan sistem publikasi negatif yang digunakan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut UUPA. 
4) Penyajian data fisik dan data yuridis. 
Untuk menyajikan data fisik dan data yuridis, Kantor 
Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah 
dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar 
tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Data fisik dan 
data yuridis bersifat publikrechlijk dengan ketentuan : 
a) setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data 
fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah 
b) data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar 





untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 
c) persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan 
data fisik dan data yuridis ditetapkan oleh mentri. 
5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut 
adalah dokumen Negara dan harus tersimpan dengan rapi dan  
aman dan terbuka untuk umum sehingga pihak lain yang 
memerlukan keterangan sedapat mungkin datang ke Kantor 
Pertanahan untuk meneliti atau melihat keterangan dari data-
data tersebut. 
Penyimpanan daftar umum dan dokumen menurut pasal 35 
PP no. 24 Tahun 1997 : 
a) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian 
yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran 
diberi tanda pengenal dan di simpan di Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau ditempat lain yang 
ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari daftar umum. 
b) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, 
daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang 





c) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang 
ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau 
rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada instansi lain yang memerlukan untuk 
pelaksanaan tugasnya. 
d) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu 
perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang 
Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis 
Hakim dan para pihak yang bersangkutan. 
e) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Bagi Bidang-Bidang 
Tanah yang Belum Bersertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tegal 
1) Persyaratan permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal 
Dalam proses permohonan pendaftaran tanah, dianjurkan kepada 
pemohon untuk datang dan melakukan konsultasi terlebih dahulu di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal agar dapat mengetahui dokumen-
dokumen apa saja yang harus disertakan pada saat melakukan 
permohonan pendaftaran tanah. Hal ini di maksudkan untuk 
memperlancar kegiatan permohonan pendaftaran tanah karena persyaratan 
yang tidak lengkap. 
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal telah menyediakan blanko yang 
diperlukan dalam permohonan pendaftaran tanah sebagai wujud 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
Adapun persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
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a) Mengisi blangko permohonan pendaftaran, yang terdiri dari : 
1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal (di tanda tangani pemohon / 
kuasanya) 
                                                             
21
 https://irmadevita.com/2009/pensertifikatan-tanah-secara-sporadik/, diakses pada tanggal 





2) Surat keterangan dari kepala Desa tentang pemilikan bidang 
tanah yang dimiliki pemohon (ditanda tangani Kepala Desa) 
3) Surat pernyataan bahwa bidang tanah yang akan didaftarkan 
belum ada tanda bukti hak atau sertifikat (ditanda tangani 
pemohon dan Kepala Desa) 
4) Kutipan Daftar Buku C Desa (ditanda tangani oleh Kepala 
Desa) 
5) Berita Acara Kesaksian Kepemilikan bidang tanah (ditanda 
tangani 2 orang saksi, seorang Sekertaris Desa dan Seorang 
Perangkat Desa) 
6) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (ditanda 
tangani pemohon dan 2 orang saksi, Sekertaris Desa dan 
Perangkat Desa) 
7) Surat Pernyataan Atas Batas dan Luas Tanah (ditanda tangani 
Pemohon di yang dibubuhi materai) 
b) FotoCopy KTP Pemohon yang dilegalisir oleh Kelurahan / 
Kepala Desa 
c) Asli surat bukti pemilikan tanah Girik / Petuk C / Letter C yang 
memuat Nomor Persil / Nomor Patok, Klas, Luas bidang tanah. 
d) Bukti Pemilikan tanah 
1) Apabila diperoleh dari hibah / jual beli sebelum Tahun 1997 
melampirkan surat pernyataan hibah / jual beli, apabila 





2) Apabila diperoleh dari waris, maka melampirkan surat 
keterangan waris dan surat pernyataan pembagian waris. 
e) Surat Kuasa, apabila permohonan tanah di kuasakan kepada 
PPAT 
f) Mengisi blanko Daftar Isian 201 (Risalah Penyelidikan Riwayat 
Bidang Tanah dan Penetapan Batas) yang di isi oleh pihak dari 
Desa. 
Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud di 
atas tidak lengkap atau tidak ada, maka pembuktian kepemilikan atas 
bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi 
dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat 
dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan 
setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang 
bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical 
maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah 
benar pemilik bidang tanah tersebut. 
Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal 23 PP No. 24 tahun 1997 tidak ada, 
maka permohonan tersebut harus disertai dengan :
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a) Surat pernyataan dari permohonan yang menyatakan hal-hal 
sebagai berikut : 
1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang 
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bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut 
atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-
pihak lain yang telah menguasainya. Sehingga waktu 
penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 
20 tahun atau lebih ; 
2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad 
baik ; 
3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan 
karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat 
hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ; 
4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa ; 
5) bahwa apabila pernyataaan tersebut memuat hal-hal yang 
tidak sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia 
dituntut di  muka persidangan secara pidana maupun perdata 
karena memberi keterangan / atas kesaksian palsu yang 
diberikan. 
b) Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena 
fungsinya sebagai tetua adat setempat dan / atau penduduk yang 
sudah lama bertempat tinggal di desa / kelurahan letak tanah 
yang bersangkutan tidak mempuyai hubungan kekeluargaan 
dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan 





dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan dinas. 
2) Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal 
Didalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan 
tanda bukti hak atas tanah yang kuat, dalam rangka pembukuan hak atas 
tanah sampai terbitnya sertifikat itu sendiri meliputi beberapa kegiatan 
dan waktu yang diperlukan. 
Di wilayah Kabupaten Tegal untuk pendaftaran tanah pertama kali 
secara sporadik dilakukan dengan tanah yang belum bersertifikat berasal 
dari hak adat, karena dilakukan secara individu. Tanah yang ada di 
Kabupaten Tegal terdiri dari tanah adat dan yasan, sehingga apabila 
dilakukan pendaftaran tanah maka akan dikeluarkan suatu produk 
sertifikat yang berupa hak milik. Wilayah Kabupaten Tegal tidak 
memiliki tanah anggaduh atau grandsultan seperti di daerah lain di 
wilayah Jawa Tengah yang nantinya akan menghasilkan suatu produk hak 
pakai. Tanah asal yang dimiliki masyarakat Tegal adalah tanah adat 




 Pendaftaran pertama kali oleh pemohon diawali dengan pembelian 
blanko permohonan pengakuan hak (konversi) di koperasi Badan 
Pertanahan Nasional seharga Rp. 30.000,- yang terhimpun dalam satu 
map berisi formulir-formulir yang harus diisi oleh pemohon berdasarkan 
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a. Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan kota/kabupaten  
b. Surat penguasaan fisik dan berita acara kesaksian bidang tanah 
c. Surat pernyataan telah memasang tanda batas 
d. Surat keterangan riwayat tanah  
e. Surat keterangan tidak dalam sengketa 
f. Surat permohonan penegasan konversi  
g. Kutipan buku letter  C desa  
h. Surat pernyataan menerima beda luas dan beda batas. 
Selain mengisi formulir diatas pemohon juga wajib menyertakan 
persyaratan lain berupa identitas diri atau kartu tanda penduduk (KTP) 
asli dan fotocopy KTP yang dilegalisir sesuai aslinya, Identitas tanah 
berupa verponding indonesia (Petuk Pajak Bumi atau girik) atau fotocopy 
letter C yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kepala desa dan 
SPPT PBB tahun berjalan. 




a. Identitas pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 
menunjukan nama, alamat, pekerjaan, nomor kartu tanda 
penduduk dari pemohon yang di fotocopy sesuai keperluan dan 
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dilegalisir sesuai alamat identitas pemohon. Kartu Tanda 
Penduduk harus yang masih berlaku pada saat melakukan 
pendaftaran tanah pertama kali. Fotocopy dan legalisir oleh 
kepala desa yang bersangkutan bertujuan untuk menghindari 
kecurangan dalam proses misalnya pemalsuan identitas.  
b. Identitas tanah berupa kutipan letter C diisi pada formulir yang 
telah disediakan didalam blanko permohonan pengakuan hak 
oleh kepala desa atau lurah dimana tanah yang akan didaftar 
berada. Letter C berupa buku besar yang berisi tentang daftar 
tanah diwilayah atau desa tertentu yang hanya di kuasai oleh 
kepala desa atau lurah bersangkutan, dokumen Letter C 
merupakan dokumen rahasia yang tidak sembarang orang boleh 
memakai ataupun melihat. Dalam hal ini kutipan atau fotocopy 
letter C harus di legalisir kepala desa berisi tentang jenis tanah, 
nomor buku letter C, nomor persil, kelas, luas, keterangan serta 
nama pemilik tanah berdasar buku letter c tersebut.  
c. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala kantor 
pertanahan dimana objek tanah yang bersangkutan berada. 
Didalam surat permohonan ini pemohon harus mengisi identitas 
diri dan identitas tanah serta mengisi dalam hal apa 
permohonan ini diajukan. Surat permohonan ini diajukan 
beserta lampiran-lampiran yang telah dijelaskan diatas.  





kepala desa atau lurah bersangkutan dengan mengacu pada 
buku letter C serta informasi dari masyarakat sekitar tentang 
tanah yang akan di sertifikatkan. Berisi tentang asal usul 
kepemilikan tanah sebelum tahun 1960 dan sesudah tahun 1960 
yang menjelaskan tentang nomor buku letter C, nomor Petok D, 
jenis dan kelas tanah, luas tanah dan tertulis atas nama siapa.  
e. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat oleh 
pemohon pada lembar formulir yang telah disediakan didalam 
blanko permohonan pengakuan hak berisi tentang identitas 
pemohon mulai dari Nama, Umur, Pekerjaan, Nomor KTP, dan 
Alamat pemohon serta menjelaskan letak tanah mulai terletak 
di Jalan apa, RT/RW berapa, Desa/Kelurahan Mana dan 
Dipergunakan untuk apa. Selain identitas pemohon dan 
identitas tanah tidak lupa harus mencantumkan batas-batas 
tanah sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah 
barat. Pada surat pernyataan penguasaan fisik dan berita acara 
kesaksian bidang tanah selain tanda tangan pemohon harus 
menyertakan saksi-saksi sebanyak dua orang beserta tanda 
tangan saksi pada pojok kiri bawah dan mengetahui kepala desa 
atau lurah dimana letak tanah yang bersangkutan dan tidak 
ketinggalan menyertakan materai Rp. 6000. 
f. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas oleh pemohon 





menyatakan telah memasang tanda batas bidang tanah yang 
terbuat dari pipa besi / pipa paralon / kayu / tugu beton / 
tembok / dan lain-lain. dan pada pemasangan tanda batas 
tersebut tidak ada keberatan dari para pemilik tanah yang 
berbatasan disertai nama dan tanda tangan atas persetujuan 
tanda batas tersebut oleh pemilik yang berbatasan lalu 
ditandatangani juga oleh pemohon dan disertai materai sebesar 
Rp. 6000. 
g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan 
tahun berjalan yang didapat dari kelurahan dimana letak objek 
pajak berada dan berisi nama serta alamat wajib pajak. SPPT 
PBB ini dikeluarkan oleh dinas perpajakan melalui kelurahan 
dan disebar oleh kepala dusun kepada wajib pajak. SPPT PBB 
ini dikeluarkan pemerintah berdasarkan buku letter C yang ada 
di kantor desa ataupun kantor kelurahan dimana letak objek 
pajak berada. 
h. Surat Pernyataan bahwa tanah yang dimohon tidak dalam 
sengketa, tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, 
tidak terkena UU No. 56 Prp 1960 dan tidak absentee. Berisi 
keterangan mengenai riwayat tanah berupa hak tanah sebelum 
tanggal 24-9-1960 dan sesudah tahun 1960,letak tanah dan 
sebagainya, batas-batas tanah harus menyebutkan batas 





pernyataan ini dibuat oleh kepala desa atau lurah dan 
ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang bersangkutan. 
i. Surat Pernyataan menerima beda luas dan beda batas dibuat 
oleh pemohon dengan menyertakan identitas pemohon dan 
identitas tanah. Pada surat pernyataan ini pemohon harus 
mencantumkan luas tanah sebelum di ukur dan setelah diukur 
oleh petugas BPN dan menyertakan persetujuan batas bidang 
tanah tetangga yang bersebelahan lengkap dengan nama dan 
tanda tangan para tetangga serta tanda tangan pemohon 
dilengkapi dengan materai. 
Setelah formulir-formulir tersebut lengkap terisi maka pemohon 
mengajukan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan di loket II yang 
telah disediakan untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah setelah 
Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten atau kota melalui loket II (Pelayanan penerimaan berkas-
berkas permohonan pendaftaran hak). Dari Loket II pemohon akan 
diarahkan pada loket III yaitu loket bendahara dan membayar biaya-biaya 
yang telah ditetapkan Badan pertanahan Nasional. Pada loket III yaitu 
bendahara khusus penerimaan, pemohon diwajibkan untuk membayar 
biaya-biaya sesuai ketetapan Badan Pertanahan Nasional antara lain :
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1. Biaya pendaftaran  
2. Biaya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah  







3. Biaya pengukuran  
4. Biaya transport pengukuran  
5. Biaya panitia A/tim peneliti tanah  
6. Biaya transport panitia A 
Besaran biaya-biaya dipengaruhi oleh letak objek tanah dengan 
kantor BPN, luas objek tanah serta kelas objek tanah. Setelah pemohon 
membayar biayabiaya yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional, Pemohon mendapat bukti pembayaran lalu pemohon dapat 
menunggu terbitnya sertifikat hak milik tanah dalam tempo sekurang 
kurangnya 60 hari setelah proses permohonan dan pengukuran tanah 
selesai diserahkan ke Kantor Pertanahan. 
Sementara pemohon dalam proses menunggu sertifikat tanahnya, 
proses pendaftaran tanah akan tetap terus berlangsung yang akan 
dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu pengelolaan dan 
penelitian data yuridis. Pengelolaan dan penelitian data yuridis ini adalah 
pihak Badan Pertanahan Nasional mengelola dokumen-dokumen yang 
pemohon serahkan kepada BPN dan pihak BPN meneliti apakah lengkap 
dokumen-dokumen tersebut lalu pihak BPN melakukan survey ke 
lapangan tempat objek berada.  
Selanjutnya pihak BPN melakukan Pengukuran Bidang Tanah dan 
Pembuatan Surat Ukur. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-
batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. 





bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan tanda batas 
disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas-
batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan 
pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan 
kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda-tanda 
batas termasuk pemeliharaannya,wajib dilakukan oleh pemegang hak atas 
tanh yang bersangkutan.  
Setelah data-data terkumpul panitia A melakukan identifikasi bukti 
pemilikan atau penguasaan dengan kenyataan penguasaan dan 
penggunaan tanah lalu panitia A menarik kesimpulan melalui kepala seksi 
pengukuran dan pendaftaran tanah. Berdasarkan kesimpulan kepala seksi 
pengukuran dan pendaftaran tanah maka diadakanlah pengumuman 
bidang tanah di kantor Pertanahan dan Kantor Desa dimana objek tanah 
yang bersangkutan berada selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut. 
Apabila diantara 60 hari tersebut terdapat sanggahan terhadap objek tanah 
yang akan didaftar maka pihak BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat 
karena sanggahan tersebut merupakan sengketa tanah yang harus 
diselsaikan secara musyawarah kekeluargaan atau melalui penetapan 
pengadilan. Sebaliknya apabila selama 60 hari pengumuman tidak ada 
sanggahan, maka pihak BPN akan melakukan penerbitan sertifikat.  
Sebelum melakukan penerbitan sertifikat pihak Kantor Pertanahan 
melakukan pengonsepan, pengetikan serta penjilitan buku tanah dan 





pengetikan serta penjilitan diserahkanlah pada kepala seksi Hak tanah dan 
pendaftaran tanah untuk pengkoreksian setelah dilakukan pengkoreksian 
maka hal terakhir adalah tanda tangan kepala kantor Pertanahan dimana 
letak objek tanah yang bersangkutan berada.  
Didalam proses pendaftaran tanah pertama kali ini jangka waktu 
mulai dari saat pemohon pertama kali melakukan pendaftaran sampai 
dengan selesai adalah 98 hari. Akan tetapi didalam praktek lapangan 
jangka waktu dari pertama kali pemohonon mendaftar sampai dengan 
sertifikat pemohon jadi adalah 6 bulan – 1 tahun. Setelah sertifikat selesai 
maka pemohon akan menerima pemberitahuan dari kantor Pertanahan 
yang bersangkutan melalui kantor desa ataupun surat yang ditujukan 
langsung kepada alamat pemohon sehingga pemohon dapat segera 
menerima sertifikat tersebut setelah menunjukkan bukti pembayaran di 
loket IV yakni penyerahan sertifikat. 
B. Hambatan-Hambatan yang Dialami Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tegal Dalam Menangani Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Bagi 
Bidang-Bidang Tanah yang Belum Bersertipikat di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Tegal 
Dalam pendaftaran tanah tak terhindar dari peran serta pemohon 
dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang memahami hukum 
pertanahan, dengan pemahaman hukum pertanahan pelaksanaan 
pendaftaran tanah menjadi lancar sehingga terhindar dari hambatan-





Adapun yang menjadi hambatan adalah :
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1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pensertifikatan 
tanah.  
Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang belum mengetahui 
tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
pensertifikatan tanah. Minimnya bukti kepemilikan atas tanah 
menjadi salah satu penyebab dari minimnya proses pendaftaran 
hak atas tanah selain karena kurangnya pengetahuan masyarakat 
akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Untuk 
proses pembuatan sertipikat maka mereka harus memiliki surat-
surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki, akan tetapi 
pada kenyataannya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat adat itu 
dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang, sehingga surat 
kepemilikan tanah yang dimiliki sangat minim bahkan ada yang 
tidak memiliki sama sekali. Masyarakat menempati dan 
menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga 
masyarakat pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si 
A atau si B tanpa perlu mengetahui suratsurat kepemilikan atas 
tanah tersebut. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan 
berkas-berkas persyaratan dikembalikan ke pemohon untuk 
dilengkapi. Hal ini membuat proses pensertifikatan berjalan 
lambat. 
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2. Belum terpasangnya patok tanda batas 
Banyak warga masyarakat yang belum memasang patok pada 
saat pengukuran. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa 
patok dipasang pada saat petugas PBN di lapangan ketika 
melakukan pengukuran. Padahal seharusnya patok dipasang dulu 
baru dilakukan pengukuran oleh petugas BPN. Akibat tidak 
adanya patok pembatasan, petugas BPN mengalami kesulitan 
dalam pengukuran sehingga proses pengukuran tidak dapat 
dilakukan. Hal ini menyebabkan proses pengukuran berjalan 
lambat. 
3. Kesulitan mengahadirkan tetangga batas 
Adakalanya belum ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan 
tetangga-tetangga batasnya mengenai batas-batas tanah. Hal ini 
terjadi dalam pengukuran tanah yang belum ada batas patoknya. 
Tidak adanya kesepakatan antara pemilik dengan tetangga batas 
ini menyebabkan proses pengukuran juga berjalan lambat. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Tegal yang 
peroleh punulis dari wawancara dengan salah satu warga yang telah 
mendaftarkan tanahya, adalah sebagai berikut :
28
 
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pensertifikatan 
tanah 
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Akibat kurangnya pengetahuan masyarakat, maka proses 
pendaftaran menjadi lambat. Untuk itu petugas BPN melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat melalui kelurahan/desa terkait 
dengan prosedur pendaftaran tanah termasuk di dalamnya 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. 
Dalam hal berkas-berkas sudah diajukan dan masih belum 
lengkap, maka petugas akan mengambalikan ke pemohon dengan 
memberikan penjelasan agar dilengkapi.  
2. Belum terpasangnya patok tanda batas 
Dengan tidak adanya patok batas, maka petugas BPN tidak dapat 
melakukan pengukuran. Untuk itu, kepada pemilik diminta untuk 
segera memasang patok batas. Apabila memungkinkan 
pengukuran dilakukan dengan cara menghadirkan pemilik dan 
tetangga batas di lapangan untuk menunjukkan batasbatas 
tanahnya. 
3. Kesulitan menghadirkan tetangga batas 
Hambatan ini berkaitan dengan belum terpasangnya patok batas. 
Ketika akan dilakukan pengukuran tanpa pemasangan patok, 
harus dihadiri oleh pemilik dan tetangga batas. Ketika tidak ada 
tidak ada tetangga batas, maka pengukuran ditunda dengan 










Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian dan berdasarkan 
analisis yang dilakukan dalam penelitian pelaksanaan pendaftaran tanah 
pertama kali secara sporadik pada masyarakat kabupaten Tegal, maka 
dapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal dilaksanakan sesuai dengan peraturan-
peraturan yang ada, terkhususnya pada peraturan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan pelaksananya dimana disini 
peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah SPOPP yaitu Standar 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan.  
2. Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga pelaksanaan pendaftaran 
tanah tersebut tidak berjalan dengan baik, dapat dibagi atas 2 
kelompok yaitu: 
a. Hambatan karena kondisi internal di kantor pertanahan yang 
kekurangan tenaga pelaksana di lapangan dan terbatasnya anggaran 
untuk mengadakan penyuluhan. 
b. Hambatan dari masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah 
sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah tidak berjalan dengan baik 
B. Saran 




informasi yang telah di analisa, maka penulis akan mencoba untuk 
memberikan beberapa saran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 
maupun kepada masyarakat pada umumnya, agar pelaksanaan pendaftaran 
dapat dilaksanakan dengan baik. 
Adapun saran-saran yang penulis kemukakan antara lain : 
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara harus lebih meningkatkan 
kinerja tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik 
mengenai informasi pendaftaran tanah maupun memberikan informasi 
tentang syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh pemohon 
apabila akan melakukan permohonan pendaftaran tanah, sehingga 
tidak terjadi hambatan dalam permohonan pendaftaran tanah karena 
syarat-syarat dan bukti yang tidak lengkap. 
2. Masyarakat diharapkan untuk turut aktif dalam usaha kegiatan 
pendaftaran tanah agar dapat memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah seperti tujuan 
dalam UUPA dan tujuan pembangunan nasional serta demi 
terwujudnya pemerataan bidang-bidang tanah di seluruh wilayah 
Kabupaten Tegal pada khususnya dan wilayah Indonesa pada 
umumnya. 
3. Perlu untuk mengoptimalkan mekanisme kerja dalam lingkungan 
Kantor Pertanahan agar hambatan-hambatan didalam pelaksanaan 
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